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                                                                                                   Renja kantor Kesbangpol Tahun 2016   
	BAB I
PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang
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Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, dimana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mempedomani pada Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang laksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan input yang ada. Diantara input tersebut yang terpenting adalah penyediaan anggaran pelaksanaannya. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi.
Rencana Kerja Tahun 2017, bagi Badan Kesatuan Bangsa dan politik  merupakan pelaksanaan tahun ketiga program jangka menengah karena pencapaian sasaran strategisnya disusun untuk jangka waktu 5 tahun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat.  Hal ini berarti pelaksanaan rencana kerja ini merupakan suatu komitmen bersama yang akan dipertanggung-jawabkan sebagai evaluasi keseluruhan nantinya terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas.

1.2. Landasan Hukum
Adapun landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat periode 2017 disusun berdasarkan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntasilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 694);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah.
25. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat  Tahun 2014 Nomor 3  );
32. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 39).

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 ini adalah :
1. Sebagai pedoman bagi seluruh  aparatur  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga serasi dan selaras sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2014 – 2019, baik dalam kebijaksanaan umum maupun strategi.
2. Untuk mengetahui/mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
3. Untuk menentukan tindakan/langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan yang memuat visi, misi Kabupaten serta sebagai pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil dari pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan kesinambungan.
Adapun tujuannya adalah :

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan tahunan berikutnya.
3. Tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU


2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008. Sesuai dengan fungsi dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat telah diselenggarakan belanja menurut urusan yaitu urusan wajib yang dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari kebijaksanaan dan kumpulan dari kegiatan nyata yang disusun secara sistematis untuk mencapai sasaran dan tujuan 5 (lima) tahun RPJMD.
Sesuai Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat tahun 2015-2019  terdapat 7 tujuan dan 7 sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Pada Rencana Kinerja Tahun 2017 terdapat 1 urusan wajib pemerintahan yang terdiri dari  9  program dan 36 kegiatan.
Secara umum pencapaian kinerja kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rata-rata di atas 93 % bahkan pada beberapa kegiatan mencapai 100%. Dari 33 kegiatan capaian kinerja 100% dan 6 kegiatan capaian kinerja yang 93%, Berikut capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2015 : 
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan:
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk peyediaan jasa surat menyurat untuk operasional kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan anggaran sebesar Rp. 3.981.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.981.900,- atau 100% 
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 59.890.400 dan terealisasi sebesar Rp. 42.649.654,- atau 71,21%. Sisa pagu anggaran Rp. 17.240.746 atau 28,97% disebabkan karena adanya efisiensi dalam menggunaan sumber daya listrik, air dan telepon.
c. Kegiatan penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan menunjang kegiatan dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media spanduk, umbul-umbul, bendera  dengan anggaran Rp. 4.600.000,- dan terealisasi Rp.4.600.000,- atau 100%
d. Kegiatan jasa pemeliharaan dan  perizinan kendaraan dinas / operasional 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak atas kendaraan operasional dengan anggaran sebesar Rp. 57.289.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.236.449,- atau 98,16%. Sisa pagu anggaran Rp.1.052.651,- atau 1,84% yang disebabkan karena adanya perubahan tarif STNK.
e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa administrasi keuangan  dengan anggaran sebesar Rp. 123.066.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 122.406.700,- atau 99.49% sisa pagu anggaran Rp. 660.000,- atau 0,54% yang disebabkan karena adanya mutasi Eselon II sehingga ada pengembalian honor pengguna anggaran .
f. Penyedian jasa kebersihan kantor, Sopir, tukang kebun dan lain-lain.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir dan tukang kebun dan lain-lain dengan anggaran sebesar Rp. 20.025.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.025.000,- atau 100%.
g. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini dalam bentuk perbaikan alat-alat kantor dengan anggaran Rp.6.500.000,- dan realisasi Rp. 6.500.000 atau 100%.
h. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.376.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.376.600,- atau 100%.



i. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 8.338.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.338.000,- atau 100%.
j. Kegiatan penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan
Kegiatan dilaksanakan dalam penyediaan bentuk komponen dan instalasi listrik/penerangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.770.000,-  atau 100%.
k. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan seperti koran, majalah dan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 5.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.440.000,- atau 84,09% sisa pagu anggaran Rp. 840.000,- atau 15,91% yang disebabkan karena adanya efisiensi pada pembayaran koran.
l. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman seperti makan minum rapat dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.500.000,- atau 100%.
m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam maupun luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 93.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 92.263.500,- atau 98,49% sisa pagu anggaran Rp. 1.441.500,- atau 1,51% yang disebabkan karena adanya kelebihan anggaran perjalanan dinas luar daerah.




2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur
a. Kegiatan pengadaan komputer
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan computer dan pengadaan printer dengan anggaran sebesar Rp. 27.020.000,- dan terealisasi sebesar  Rp. 27.020.000,- atau 100%.
b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk meningkatkan usia pakai gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 23.611.500,- dan terealisasi sebesar 23.611.500,- atau 100%.
c. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional  berupa perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan anggaran sebesar Rp. 74.257.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.244.500,- atau 99,98%.  Sisa  pagu anggaran Rp. 13.000,- atau 0,02% karena adanya selisih kenaikan harga BBM yang tidak stabil.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan seperti LAKIP  sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja satuan kerja yang di sertai uang lembur dengan anggaran sebesar Rp. 28.522.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.352.700,- atau 99,40% sisa pagu anggaran Rp. 170.000,- atau 0,97% yang disebabkan karena adanya mutasi sehingga kelebihan orang pada uang lembur.
b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan penyusunan laporan keuangan semeteran ini dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan anggaran Rp. 5.350.500 dengan realisasi Rp. 5.350.500 atau 100%


c. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kegiatan penyusunan laporan tahunan wajib dilakukan setiap akhir tahun dengan anggaran Rp. 1.689.400 dengan realiasasi Rp. 1.689.400 atau 100%.
4. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
a. Kegiatan Pengendalian keamanan Lingkungan
Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemantauan terhadap kegiatan pelaksanaan pemantauan  bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya permasalahan Ipoleksosbudhankam ditengah-tengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun anggaran dengan dana sebesar Rp. 188.348.300,- dan terealisasi sebesar 183.723.100,- atau  97,54 % sisa pagu anggaran Rp. 4.625.200,- atau 2,48% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati dan pengembalian makan minum Bupati karena ada proses hukum Bupati.
b. Identifikasi dan pemetaan konflik
Kegiatan ini dilakukan untuk dapat menyusun peta rawan konflik di kabupaten Lombok Barat dengan cara pemantauan dan pengumpulan data-data dan jumlah anggaran yang ada Rp. 28.395.900 dengan tingkat realisasi Rp. 28.395.900,- atau sebesar 99,96% sisa pagu anggaran Rp. 10.000,- atau 0,04% yang disebabkan karena adanya kelebihan golongan.
c. Peningkatan Forum Pembauran kebangsaan.
Kegiatan ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan  kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan Lembaga-lembaga yang ada seperti sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk tokoh-tokoh masyarakat sejumlah 40 orang, serta melakukan monitoring dan pemantauan terhadap ipoleksosbud dan kantrantibmas di kabupaten Lombok Barat dengan anggaran sejumlah Rp. 184.370.900 dengan realisasi Rp. 180.320.900,- atau 97,80% sisa pagu anggaran Rp. 4.050.000,- atau 2,20% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati, pengmbalian makan minum Bupati dan pengembalian uang transport Bupatkarena ada proses hukum Bupati.



5. Program pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Bentuk kegiatannya adalah terpantaunya permasalahan dibidang politik, keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat  dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait ekonomi, terciptanya suasana yang kondusif di tengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun anggaran, dengan anggaran sebesar Rp. 36.499.900,- dan terealisasi sebesar 36.499.900,- atau 100 %.
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Bentuk kegiatan adalah melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat dari 10 kecamatan dan 122 desa/kel, yang baru bisa terlaksana sejumlah 50 orang dengan anggaran Rp. 13.026.500, dengan realisasi Rp. 13.026.000 atau 100%.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Bentuk kegiatannya adalah kegiatan Bela Negara bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se Kabupaten Lombok Barat, dan juga dilakukan sosialisasi dengan peserta 50 orang  dengan anggaran sebesar Rp. 12.941.500,- dan terealisasi sebesar 12.941.500,- atau 100 %.
7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba.
Bentuk kegiatannya adalah penyuluhan dan sosialisasi pencegahan / peredaran gelap narkoba dan minuman keras kepada masyarakat yang mau perduli terhadap bahaya dari Narkoba sejumlah 40 orang , dengan anggaran sebesar Rp. 11.287.200,- dan terealisasi sebesar 11.287.200,- atau 100 %.
b. Kegiatan Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur.
Bentuk kegiatannya  adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada tokoh masyarakat, agama dan pemuda untuk bisa meensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan eksploitasi anak dibawah umur, yang targetnya adalah 40 orang dengan anggaran Rp. 11.261.200,- dengan realisasi Rp. 11.261.200,- atau 100%. 
c. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Bentuk kegiatannya dalah melakukan pemantauan dan monitoring terhadap situasi dan kondisi ipoleksosbud dan kantrantibmas di kabupaten Lombok Barat guna dapat mencegah terjadi konflik-konflik di 10 kecamatan dan 122 desa/kel. Dengan anggaran Rp. 23.598.600,- dengan realisasi Rp. 23.593.600,- atau 99,98% sisa pagu anggaran Rp. 5.000 atau 0,02% disebabkan karena adanya kelebihan golongan pada perjalanan dinas dalam daerah.
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. Penyuluhan Kepada Masyarakat
Bentuk kegiatannya  adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peranan Parpol, Ormas/LSM yang targetnya adalah 36 orang dengan anggaran Rp. 11.433.400,- dengan realisasi Rp. 11.433.400,- atau 100%.
b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Bentuk kegiatan ini adalah pemantauan dan pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan LSM, yang dilakukan di 10 kecamatan dan 122 desa/kel.  dengan jumlah anggaran Rp. 51.118.800, dengan realisasi Rp. 51.093.600,  atau 99,95% sisa pagu anggaran Rp. 25.000,- atau 0,05% hal ini dikarena selisih pembayaran karena kelebihan golongan pada perjalanan dinas dalam daerah.
c. Kegiatan Penyusunan data bese LSM dan Ormas.
Bentuk kegiatannya adalah meninjau ke lokasi / sekretariat organisasi dan melakukan pembinaan kepada pengurus organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pendaftaran organisasinya melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat  dan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Organisasi Kemasyarakatan, dengan anggaran sebesar Rp,11.444.700,- dan terealisasi sebesar 11.444.700,- atau 100%.

d. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Parpol
Bentuk kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan anggaran sebesar Rp. 16.960.000,- dan terealisasi sebesar 15.360.000,- atau 90,57% sisa pagu anggaran Rp. 1.600.000,- atau 9,43% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati karena ada proses hukum Bupati.
9. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
a. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk Tim P4GN  yang berupaya mencegah peredaran gelap narkoba  serta melakukan tes urine bagi PNS yang memangku jabatan eselon IV, dengan  anggaran Rp. 79.059.000,- dengan realisasi Rp. 77.759.000,- atau 98,36% sisa pagu anggaran Rp. 1.300.000,- atau 1,64% yang disebabkan adanya pengembalian honor Tim Bupati dan pengmbalian makan minum Bupati karena ada proses hukum yang dijalani oleh Bupati Non Aktif.
Secara ringkas evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat sebagaimana terlihat pada lampiran C.1.3


























































































































2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berikut capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2015 :
A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan
Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adapun program, kegiatan, realisasi pelaksanaan, permasalahan dan solusinya adalah :
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a. Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kegiatan ini terealisasi berupa Fasilitasi terhadap tim terpadu Penanganan gangguan keamanan dalam negeri, Tujuan kegiatan mengendalikan keamanan lingkungan di daerah sehingga terciptanya stabilitas yang dinamis dan situasi kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Fasilitasi kelembagaan dan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dengan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 398/13/Bakesbangpol/2015, bertujuan untuk mendapat dan menghimpun informasi tentang permasalahan dari berbagai aspek yang terjadi di tengah masyarakat selanjutnya akan diolah, dianalisa dan dijadikan sebagai bahan pengambil kebijakan. Bentuk kegiatan adalah forum koordinasi dan tukar menukar informasi di antara jaringan intelijen dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas/instansi terkait serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat di daerah. Melalui kegiatan ini dilakukan fasilitasi terhadap kegiatan Tim terpadu  dalam rangka pertukaran informasi dan analisa terhadap situasi dan kondisi ipoleksosbudpem dan kamtibmas sebagai bahan masukan forum Muspida dan Kepala Daerah. Kegiatan ini dapat memfasilitasi jaringan intelijen untuk membahas masalah ideologi, ekonomi, sosial budaya dan hankam serta membuat laporan dalam bentuk dokumen yang disampaikan kepada Kementerian Menkopolhukam dijakarta seperti  laporan  B03, B06, B09 dan B.12.
Kendala yang ditemui hanya menjadwalkan rapat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dengan kesibukan para anggoto TIM  itu sendiri.  Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.
b. Kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Konflik
Kegiatan ini dilaksanakan  oleh bidang Penanganan Konflik, yaitu melakukan pemantauan dan identifikasi permasalahan Ipleksosbudpem dan pemetaan daerah rawan konflik di wilayah kabupaten Lombok Barat di 10 kecamatan dan 119 desa dan 3 kelurahan. Dalam pemantauan ini selanjutnya akan dianalisis dan menetapakan potensi-potensi konflik yang terjadi di kabupaten Lombok Barat, adapun beberapa potensi konflik yang muncul antara lain :  Konflik sengketa Tanah, Konflik tambang bantuan (galian C), konflik yang bernuansa budaya seperti nyongkolan begitu juga dengan  kejadian pelanggaran hukum (tindak pidana). 
c. Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan
Dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya :
1) Sosialisasi Farum Pembauran Kebangsaan (FPK)
FPK ini dibentuk berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 166/04/BKBP-LB/2015, yang bertujuan memperkokoh integritas dan kedaualatan NKRI, dengan kegiatan sosialiasi dengan sasaran tohoh agama, pemuda dan masyarakat di kabupaten Lombok Barat.
Selain itu ada kegiatan yang dilakukan terkait dengan FPK yaitu sosialisasi untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di kabupaten Lombok Barat dengan sasaran 45 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dari 10 kecamatan di kabupaten Lombok Barat.

2. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (IPOLEKSOSBUDPEM)
Bentuk kegiatan adalah memantau pemasalahan di bidang politik, keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, antisipasi  dan fasilitasi jika terjadi konflik ditengah masyarakat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait ekonomi, terciptanya suasana yang kondusif di tengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun anggaran. Hasil identifikasi dan analisa dijadikan sebagai masukan bagi Kepala Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya permasalahan politik, keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka terwujudnya antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan politik keamanan dan ketertiban sehingga dapat diwujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil monitoring evaluasi di 119 desa dan 3 kelurahan dan permasalahan yang berkembang. Namun kendala yang dapat dirasakan kurangnya fasilitas SDM dan sarana transportasi dalam melakukan pemantauan ke lapangan. 
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menciptakan toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama di kabupaten Lombok Barat,  hal ini dikarenakan di kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa agama yang dianut oleh penduduknya namun dalam kehidupan sehari-hari toleransi sangat di utamakan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah rapat koordinasi dan silaturahmi dengan tokoh agama dan  juga ketua lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015. Adapun kegiatan ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Nomor : 450/11/BKBP-LB/2015. Dalam kegiatan ini peserta yang hadir adalah sejumlah 50 orang.

b. Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Tujuan terlaksananya kegiatan ini adalah untuk menciptakan nilai –nilai bela negara, disiplin dan kemandirian siswa sehingga akan munculnya kepercayaan diri serta memberikan dampak pada kemampuan generasi dalam menjawab berbagai tantangan dan kebutuhannya sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Tertanamnya prinsip-prinsip Demokrasi di setiap lapisan masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Timbulnya rasa Nasionalisme yang kuat dalam diri siswa sehingga akan berdampak pada sikap dan prilaku yang patriotik dikalangan masyarakat, dan bangga dengan bangsa sendiri. Pada kegiatan ini diundang 50 orang dari unsure tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh lainnya yang oleh masyarakat dituakan atau sebagai teladan. Dasar pelaksanaannya adalah Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Nomor : 300/15/BKBP-LB/2015, dan diselenggarkan pada tanggal 5 oktober 2015.
Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
a. Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
Tujuan kegiatan ini untuk mengurangi dampak dan pengaruh narkoba di kalangan generasi muda dan masyarakat, dan untuk menghindarkan masyarakat dari pengaruh dan dampak narkoba dengan bantuan dan keikutsertaan para Da’I dan Mubaligh. Adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menjauhi kegiatan maksiat yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan aturan yang berlaku lainnya. Wujud kegiatan ini berupa penyuluhan dan sosialisasi pencegahan/ peredaran gelap narkoba dan minuman keras kepada siswa SLTA/MA melalui sekolah. 
Kegiatan Pekat dilaksanakan untuk tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.
b. Kegiatan penyuluhan pencegahan eksploitasi anak di bawah umur.
Bentuk kegiatan ini adalah melakukan sosialiasasi terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama yang diharapkan sebagai pionir dalam memberikan pemahaman kepada keluarga-keluraga yang rawan akan melakukan eksploitasi terhadap anak. Hal ini akan sering terjadi mengingat  kurangnya kesadaran masyarakat akan masa depan anak. Pelakanaan sosialisasi ini didasarkan atas keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Nomor : 460/11/BKBP/2015 tanggal 13 Januari 2015. Adapun jumlah sasaran yang dicapai adalah sejumlah 40 orang, dan diselenggarakan pada tanggal 29 september 2015. Adapun Materi yang disampaikan antara lain :
1) Eksploitasi Anak ditinjau dari Perspektif Hukum Agama.
2) Peran Badan Kesatuan Bangsa dalam pencegahan eksploitasi anak dibwah umur.
c. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung  Tupoksi bidang penanganan konflik, diharapkan dengan kegiatan ini maka daerah yang berpotensi konflik dapat dipetakan sehingga dapat dicegah untuk menjalar menjadi konflik yang lebih besar (Komunal).

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. Kegiatan Penyuluhan 
Bentuk kegiatannya  adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peranan Parpol, Ormas/LSM yang targetnya adalah 36 orang. 
b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bentuk kegiatan ini adalah pemantauan dan pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan LSM, yang dilakukan di 10 kecamatan dan 122 desa/kel.
c. Penyusunan Data Base LSM dan Ormas 
Bentuk kegiatan ini adalah pendataan dan fasilitasi LSM dan Ormas yang ada di Kabupaten Lombok Barat, selama tahun 2015 jumlah LSM dan Ormas yang difasilitasi adalah sejumlah 40 orang yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Lombok Barat.


d. Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Organisasi Masyarakat
Bentuk kegiatan adalah meninjau ke lokasi/ sekretariat organisasi dan melakukan pembinaan kepada pengurus organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pendaftaran organisasinya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada organisasi masyarakat. Syarat keterangan terdaftar antara lain :
1. Surat permohonan terdaftar
2. Akte pendirian atau status orkesmas yang disahkan notaris
3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris
4. Tujuan dan program kerja organisasi
5. Surat keputusan tentang susunan pengurus orkesmas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
6. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya.
7. Pas foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4 x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir
8. Foto copy kartu tanda penduduk pengurus organisasi
9. Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya
10. Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi
11. Foto kantor atau sekretaris orkesmas, tampak depan yang memuat papan nama
12. Keabsahan kantor atau sekretariat orkesmas dilampiri bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola
13. Surat pernyataan kesedian menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi
14. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya
15. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
16. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stampel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangni ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
17. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkesmas setiap akhir tahun yang ditandatangni ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
18. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangni ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
19. Rekomendasi dari Kementrian agama untuk orkesmas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
20. Rekomendasi dari Kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayan untuk orkesmas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
21. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkesmas serikat buruh dan serikat pekerja; dan 
22. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan untuk orkesmas yang dalam kepengurusannya mencamtumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.
Pada tahun 2015 ini telah terdaftar sebanyak 40 (Empat puluh) organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Barat, termasuk memperbaharui Surat Keterangan Terdaftarnya.
Kegiatan berjalan tertib, aman dan lancar. Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.
e. Kegiatan Fasilitas Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan terealisasi dalam bentuk Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2015 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Lombok Barat  hasil Pemilu 2009 pada 18  partai politik  Berikut daftar nama partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan tahun 2014 dan besar bantuan yang diterima :

	No
	Nama Partai Politik
	pagu
Besar Bantuan (Rp)

	1.
	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
	29.776.457,61

	2.
	Partai Nasdem
	84.483.178,32

	3.
	Partai  Kebangkitan Bangsa
	63.293.564,67

	4.
	Partai PDI Perjuangan
	61.555.328,16

	5.
	Partai Gerindra
	80.502.772,11

	6.
	Partai Amanat Nasional
	59.945.849,91

	7.
	Partai Hati Nurani Rakyat
	62.174.699,79

	8.
	Partai  Keadilan Sejahtera
	48.419.765,67

	9.
	Partai Bulan Bintang
	44.858.933.79

	10.
	Partai Golkar
	111.060.659.16

	11.
	Partai Demokrat
	68.466.094,77

	12.
	Partai Persatuan Pembangunan
	61.157.953,53

	
	Jumlah
	775.695.257,49



Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik,. Kendala yang ditemui terlambatnya pengajuan permohonan permintaan pencairan bantuan keuangan dan masih juga ditemui keterlambatan dalam mempertanggungjawakan keuangan tersebut, serta penyelesaian hasil temuan BPK.
6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS. 
Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk Tim P4GN  yang berupaya mencegah peredaran gelap narkoba  serta melakukan tes urine bagi PNS yang memangku jabatan eselon IV. Dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan  :
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk peyediaan jasa surat menyurat untuk operasional kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi fisik mencapai 100% 
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 71,21%. Sisa persentase yang belum terlaksana 28,97% disebabkan karena adanya efisiensi dalam menggunaan sumber daya listrik, air dan telepon.
c. Kegiatan penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan menunjang kegiatan dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media spanduk, umbul-umbul, bendera  dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%
d. Kegiatan jasa pemeliharaan dan  perizinan kendaraan dinas / operasional 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak atas kendaraan operasional dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 98,16%. Sisa persentase realisasi fisik 1,84% yang disebabkan karena adanya perubahan tarif STNK.
e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa administrasi keuangan  dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 99.49% sisa persentase realisasi fisik 0,54% yang disebabkan karena adanya mutasi Eselon II sehingga ada pengembalian honor pengguna anggaran.
f. Penyedian jasa kebersihan kantor, Sopir, tukang kebun dan lain-lain.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir dan tukang kebun dan lain-lain dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
g. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini dalam bentuk perbaikan alat-alat kantor dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
h. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat tulis kantor dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
i. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
j. Kegiatan penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan
Kegiatan dilaksanakan dalam penyediaan bentuk komponen dan instalasi listrik/penerangan dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
k. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan seperti koran, majalah dan lainnya dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 84,09% sisa persentase realisasi fisik 15,91% yang disebabkan karena adanya efisiensi pada pembayaran koran.
l. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman seperti makan minum rapat dan kegiatan dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam maupun luar daerah dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 98,49% sisa persentase realisasi fisik 1,51% yang disebabkan karena adanya kelebihan anggaran perjalanan dinas luar daerah

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan  :
a. Kegiatan pengadaan komputer
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan computer dan pengadaan printer dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk meningkatkan usia pakai gedung kantor dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
c. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional  berupa perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 99,98%.  Sisa  persentase realisasi fisik 0,02% karena adanya selisih kenaikan harga BBM yang tidak stabil.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, terdiri atas kegiatan  :
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan seperti LAKIP  sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja satuan kerja yang di sertai uang lembur dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,40% sisa persentase realisasi fisik 0,97% yang disebabkan karena adanya mutasi sehingga kelebihan orang pada uang lembur.
b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan penyusunan laporan keuangan semeteran ini dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%
c. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kegiatan penyusunan laporan tahunan wajib dilakukan setiap akhir tahun dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
          Capaian sasaran dinilai berhasil. Hal ini merupakan hasil dari sejumlah faktor yang merupakan pendorong suksesnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut:
Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan tugas.
Keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dipengaruhi oleh :
a) Makin terbukanya komunikasi antar infra dan supra struktur politik;
b) Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
c) Makin meningkatnya kepedulian Organisasi Keswadayaan Masyarakat (Orkesmas) dalam pemberdayaan masyarakat;
d) Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai budaya nasional;
e) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
f) Masih potensialnya perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian nasional;
g) Semakin berperannya tokoh masyarakat dalam membantu dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup bermasyarakat;
h) Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi masalah masalah keamanan dan kenyamanan lingkungan;
Kendati begitu, pelaksanaan tugas pembinaan kesatuan bangsa dan politik hingga saat ini masih dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Masih teridentifikasinya sejumlah persoalan dan isu yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan mengemukanya situasi dan kondisi khusus seperti ancaman terorisme. dan dianggap menjadi penghambat pencapaian kinerja Kesbangpol, sebagai berikut :

Faktor penghambat pelaksanaan tugas.
a) Masih eksisnya prilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi dan belum terkait secara Tri Sakti Pembangunan yaitu 
- Berdaulat secara politik
- Berdikari secara ekonomi 
- Berkepribadian secara sosial budaya
Yang dapat diwujudkan menjadi Nawa Cita untuk membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
b) Kehadiran banyak partai politik di sisi lain dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan bangsa sehingga muncul pergeseran sikap yang menjatuhkan kredibilitas pemerintah.
c) Kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk tindakan provokatif, hujatan serta prasangka dan kecurangan lainnya menunjukkan prilaku masyarakat yang belum berdemokrasi secara dewasa dimana ini menjadi tantangan yang serius dalam menuntaskan agenda reformasi.
d) Adanya fenomena disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
e) Situasi geografis Kabupaten Lombok Barat yang rawan bencana 
f) Krisis keuangan global secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian masyarakat yang tergantung dari komoditi pertanian yang diperdagangkan secara internasional akibat berkurangnya permintaan luar negeri, serta pariwisata di daerah kabupaten Lombok Barat.
Untuk itu, dalam mengatasi sejumlah persoalan diatas, dan guna mengantisipasi permasalahan yang sama Badan Kesbangpol mengambil langkah langkah sebagai berikut :
1. Mengevaluasi secara mendalam program yang belum maksimal pencapaiannya untuk menemukan strategi yang lebih baik dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
2. Perencanaan yang lebih realistis dalam menentukan target yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan yang ada.
3. Menempuh sejumlah langkah dan tindakan dalam mengembangkan kebijakan politik nasional baik kepada aparatur kesbangpol maupun terhadap organisasi politik ataupun ormas/LSM.
4. Melakukan penelitian secara terpadu melalui tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), FPK, FKDM dan serta melarang kegiatan kelompok kemasyarakatan yang meresahkan ditengah masyarakat.
5. Dapat menganggarkan dana guna mendukung kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan kegiatan lainnya.
6. Memaksimalkan kinerja dan koordinasi terkait pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing, Non Government Organization (NGO) dan lembaga asing di daerah.








CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN  KESBANGPOL
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat	
2.3  ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu-waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu mewujudkan system dan budaya politik yang demokratis baik nasional maupun di daerah.
Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depannya yakni penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi.
Dalam menghadapi tantangan tersbut diperlukan kajian dan analisis kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kinerja yang dibutuhkan. Kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsi.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.3 a. Kedudukan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat  Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang  merupakan unsur teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggara unsur pemerintahan daerah dalam urusan wajib.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik.

2.3 b. Tugas dan Fungsi 
Adapun tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Untuk menyelenggarakan tugas kewenangan daerah diatas, Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
8. Penyusunan rencana strategis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
10. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik.
12. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
13. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis badan kesatuan bangsa dan politik.
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik lebih banyak bersifat teknis sebagai penyelenggara teknis  dalam salah satu organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  yang ada guna menunjang pelaksanaan kinerja Bupati Kabupaten Lombok Barat. 
Pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja hasil dan keluaran kegiatan. 
Adapun data akuntabilitas kinerja yang digunakan bersumber dari data internal yang berasal dari system informasi yang diterapkan dan data eksternal baik primer maupun sekunder 





2.3 c.  Sturuktur Organisasi
 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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2.3 d  SUMBERDAYA  BADAN  KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Pegawai 
Sampai keadaan  31 Desember 2015  jumlah personil Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berjumlah 40 (Empat puluh) orang, yang rata-rata mempunyai pengetahuan dibidang pemerintahan, hukum, informatika, sosial, ekonomi, manajemen serta teknis  dengan rincian sebagai berikut :


a. Pegawai Berdasarkan Esselonering
      Berdasarkan esselonering yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berjumlah sebanyak 17  orang. Tabel berikut akan menggambarkan jumlah PNS berdasarkan eselonering.

Tabel. 2.1
PNS Berdasarkan Esselonering Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Lombok Barat

	No
	Jabatan
	Jumlah

	1.
	Eselon II
	1

	2.
	Eselon III
	5

	3.
	Eselon  IV
	11

	4.
	Staf (PNS)
	21

	5. 
	Tenaga Harian Lepas (kontrak)
	2

	
	Jumlah
	40




b. Pegawai berdasarkan status Kepegawaian, Pangkat Golongan/ Ruang.
Secara lengkap Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berdasarkan status kepegawaian, pangkat golongan / ruang tergambar dalam tabel berikut yang berjumlah sebanyak  38 (Tiga Puluh Delapan) orang dan Pegawai Honorer sebanyak 2 (dua) orang yang tergambar dalam Tabel berikut :
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian, Pangkat Golongan/Ruang

	No
	Pangkat/Golongan
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah

	1.
	Pembina Utama Muda (IV/c)
	1
	-
	1

	2.
	Pembina Tk. I (IV/b)
	3
	-
	3

	3
	Pembina (IV/a)
	9
	-
	9

	4.
	Penata Tk. I (III/d)
	7
	2
	9

	5.
	Penata (III/c)
	1
	0
	1

	6.
	Penata Muda Tk. I (III/b)
	2
	0
	2

	7.
	Penata Muda (III/a)
	1
	1
	2

	8.
	Pengatur (II/c)
	2
	1
	3

	9.
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
	2
	2
	4

	10.
	Pengatur Muda (II/a)
	2
	1
	3

	11.
	Juru TK.I (I/d)
	-
	-
	0

	12
	Juru (I/c)
	1
	-
	1

	13
	Tenaga Harian Lepas
	2
	-
	2

	
	JUMLAH
	34
	7
	41



c. Pegawai  berdasarkan tingkat pendidikan 
Berdasarkan tingkat pendidikan PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dapat dikalsifikasikan berdasarkan latar belakang pendidikan berjumlah sebanyak 41 orang yang tergambar dalam Grafik berikut :
· Tamatan SD		:   1  Orang
· Tamatan SLTP		:   0  Orang
· Tamatan SLTA		:   15  Orang
· Tamatan D.3		:   2  Orang
· Tamatan S.1		:   20  Orang
· Tamatan S.2		:   3  Orang

Tabel 2.3
Pegawai  berdasarkan tingkat pendidikan

	
No
	
Pendidikan
	
Laki-laki
	
Perempuan
	
Jumlah

	1.
	Pascasarjana (S-2)
	3
	0
	3

	2.
	Sarjana (S-1)
	19
	1
	20

	3.
	Sarjana Muda (D-3)
	0
	2
	2

	4.
	SLTA
	10
	5
	15

	5
	SLTP
	-
	1
	1

	6
	SD
	1
	-
	1

	
	JUMLAH
	33
	8
	41




Pegawai Honorer Daerah
Pegawai Tenaga Kontrak daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berjumlah sebanyak 2 (dua) Orang yang  terdiri dari :
· Tenaga kontrak 			:    2   Orang







2. Aset / Modal
Tabel 2.4
Tabel Rekapitulasi Barang
	NO. URUT
	JENIS / NAMA BARANG
	TAHUN BELI
	JMLH BARANG (UNIT/BUAH/SET)
	 KETERANGAN 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Statiaon Wagon
	2008
	1 Unit
	kendaraan Operasional

	2
	micro bus
	2008
	1 Unit
	Kend.Operasional Kepala Badan

	3
	Sepeda Motor Supra X 125
	2006
	1 Unit
	Kendaraan Operasional Kasubbid

	4
	Sepeda Motor Supra X 125
	2006
	1 Unit
	Kendaraan Operasional Kasubbid

	5
	Sepeda Motor supra X 125
	2008
	1 Unit
	Kendaraan Operasional Kabid

	6
	Sepeda Motor supra X 125
	2008
	1 Unit
	Kendaraan Operasional Kasubbid

	7
	Sepeda Motor supra X 125
	2008
	1 Unit
	Kendaraan Operasional Kabid

	8
	Sepeda Motor Vario 
	2008
	1 Unit
	Kendaraan Operasional Kabid

	9
	Sepeda Motor Vario
	2008
	1 Unit
	Kendaraan Operasional Kabid

	10
	Sepeda Motor Vario
	2008
	1 Unit
	Kendaraan Operasional Kasubbag

	11
	Sepeda Motor Beat
	2009
	1 Unit
	Kendaraan Operasional Kasubbag

	12
	Air Conditioning Unit
	2008
	1 Unit
	Ruang Kepala Badan

	13
	Filling Besi/Metal
	2006
	1 Unit
	Ruang Sekretariat

	14
	Filling Besi/Metal
	2006
	1 Unit
	Ruang Sekretariat

	15
	Filling Besi/Metal
	2006
	1 Unit
	Ruang Sekretariat

	16
	Filling kayu
	1982
	1 Unit
	Ruang Sekretariat

	17
	Filling kayu
	2001
	1 Unit
	Ruang

	18
	Brand Kas
	2000
	1 Unit
	Ruang sekretariat

	19
	Lemari kaca
	2001
	1 Unit
	Gudang

	20
	papan Visuil
	1995
	1 Unit
	Ruangan

	21
	Papan Pengumuman
	2007
	1 Unit
	ruangan

	22
	Papan Pengumuman
	2007
	1 Unit
	runagan

	23
	Papan Pengumuman
	2008
	1 Unit
	ruangan

	24
	Papan White board
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	26
	Papan White board
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	27
	Papan White board
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	28
	Papan White board
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	29
	Mesin Absensi
	2009
	1 Unit
	Sekretariat

	30
	Genset
	2006
	1 Unit
	di simpan dingudang

	31
	Genset
	2007
	1 Unit
	di simpan dingudang

	32
	Lemari kayu
	2001
	1 Unit
	ruangan

	33
	Lemari kayu Arsip
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	34
	Lemari kayu Arsip
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	35
	Lemari kayu Arsip
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	36
	Lemari kayu Arsip
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	37
	Lemari kayu Arsip
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	38
	Lemari kayu Arsip
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	39
	Meja Kayu
	2003
	1 Unit
	semua ruangan

	40
	Kursi Metal Putar
	2002
	1 Unit
	semua ruangan

	41
	Kursi Metal Putar
	2002
	1 Unit
	semua ruangan

	42
	Kursi Metal Putar
	2002
	1 Unit
	semua ruangan

	43
	Kursi Metal Putar
	2002
	1 Unit
	semua ruangan

	44
	Kursi Metal Putar
	2002
	1 Unit
	semua ruangan

	45
	Kursi Metal Putar
	2002
	1 Unit
	semua ruangan

	45
	Kursi Metal Putar
	2002
	1 Unit
	semua ruangan

	46
	Kursi Kayu Rotan Bambu
	1995
	1 Unit
	semua ruangan

	47
	Kursi Kayu Rotan Bambu
	1995
	1 Unit
	semua ruangan

	48
	Kursi Kayu Rotan Bambu
	1995
	1 Unit
	semua ruangan

	49
	Kursi Kayu Rotan Bambu
	2001
	1 Unit
	ruangan

	50
	Kursi Kayu Rotan Bambu
	2001
	1 Unit
	ruangan

	51
	Kursi Kayu Rotan Bambu
	2002
	1 Unit
	ruangan

	52
	Kursi Kayu Rotan Bambu
	2002
	1 Unit
	ruangan

	53
	Kursi Kayu Rotan Bambu
	2002
	1 Unit
	ruangan

	54
	Kursi Kayu Rotan Bambu
	2002
	1 Unit
	ruangan

	55
	Kursi Kayu Rotan Bambu
	2002
	1 Unit
	ruangan

	56
	Meja Rapat
	2003
	1 Unit
	di gudang

	57
	Meja Rapat
	2003
	1 Unit
	di gudang

	58
	Meja Rapat
	2006
	1 set
	di aula

	59
	Meja Telepon
	1996
	1 buah
	ruang sekretariat

	60
	Meja Telepon
	2002
	1 buah
	Ruang Kepala Badan

	61
	Meja Telepon
	2002
	1 buah
	ruang sekretariat

	62
	Meja Telepon
	2006
	1 buah
	Ruangan

	63
	Kursi 
	2001
	1 set
	Ruangan

	64
	Kursi tamu 
	0003
	1 set
	Ruang Kaban

	65
	Kursi Putar 
	2001
	1 buah
	Ruanagan

	66
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Ruanagan

	67
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	68
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	69
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	70
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	71
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	72
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	73
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	74
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	75
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	76
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	77
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	78
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	79
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	80
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	81
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	82
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	83
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	84
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	85
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	86
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	87
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	88
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	89
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	90
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	91
	Kursi Lipat
	2003
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	92
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	93
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	94
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	95
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	96
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	97
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	98
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	99
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	100
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	101
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	102
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	103
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	104
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	105
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	106
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	107
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	108
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	109
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	110
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	111
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	112
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	113
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	114
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	115
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	116
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	117
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	118
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	119
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	120
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	121
	Kursi Lipat
	2006
	1 buah
	Aula dan Ruangan

	122
	Meja Biro
	1989
	1 buah
	ruangan

	123
	Meja Biro
	2001
	1 buah
	ruangan

	124
	Kursi Kerja
	2006
	1 buah
	ruangan

	125
	Kursi Kerja
	2006
	1 buah
	ruangan

	126
	Kursi Kerja
	2006
	1 buah
	ruangan

	127
	Kursi Kerja
	2006
	1 buah
	ruangan

	128
	Kursi Kerja
	2006
	1 buah
	ruangan

	129
	Kursi Kerja
	2006
	1 buah
	ruangan

	130
	Kursi Kerja
	2006
	1 buah
	ruangan

	131
	Kursi Kerja
	2006
	1 buah
	ruangan

	132
	Kursi Kerja
	2006
	1 buah
	ruangan

	133
	Kursi Kerja
	2006
	1 buah
	ruangan

	134
	Jam Elektronik
	2001
	1 buah
	ruangan

	135
	Jam Elektronik
	2001
	1 buah
	ruangan

	136
	Jam Elektronik
	2009
	1 buah
	ruangan

	137
	Mesin Potong Rumput
	2012
	1 buah
	gudang

	138
	Mesin Potong Rumput
	2012
	1 buah
	gudang

	139
	Kipas Angin
	1994
	1 unit
	ruangan

	140
	Kipas Angin
	2007
	1 unit
	ruangan

	141
	Kipas Angin
	2007
	1 unit
	ruangan

	142
	Tabung Gas
	2010
	1 Buah
	ruangan

	143
	Radio
	2009
	1 buah
	ruangan

	144
	Televisi
	2003
	1 Unit
	ruangan

	145
	Wireles
	2007
	1 Unit
	ruangan

	146
	Wireles
	2007
	1 Unit
	ruangan

	147
	Microphone
	2007
	1 unit
	ruangan

	148
	Kaca Hias
	2001
	1 buah
	ruangan

	149
	Mimbar Podium
	2006
	1 buah
	ruangan

	150
	Handy Cam
	2008
	1 unit
	ruangan

	151
	Alat rumah Tangga
	2010
	1 unit
	ruangan

	152
	Alat rumah Tangga
	2010
	1 Unit
	ruangan

	153
	Alat Rumah Tangga
	2012
	1 set
	dapur

	154
	PC komputer
	1995
	1 Unit
	 

	155
	PC Komputer
	2006
	 1 unit 
	 

	156
	PC komputer
	2008
	 1 Unit 
	 

	157
	PC komputer
	2008
	 1 Unit 
	 

	158
	PC komputer
	2008
	 1 Unit 
	 

	159
	PC komputer
	2008
	 1 Unit 
	 

	160
	PC komputer
	2008
	 1 Unit 
	 

	161
	PC komputer
	2008
	 1 Unit 
	 

	162
	PC komputer
	2013
	 1 Unit 
	 

	163
	PC komputer
	2013
	 1 Unit 
	 

	164
	PC komputer
	2013
	 1 Unit 
	 

	165
	Laptop
	2012
	 1 Unit 
	 

	166
	Laptop
	2012
	 1 Unit 
	 

	167
	Laptop 
	2012
	 1 Unit 
	 

	168
	Latop 
	2012
	 1 Unit 
	 

	169
	Note book
	2013
	 1 Unit 
	 

	170
	Note book
	2013
	 1 Unit 
	 

	171
	CPU 
	2013
	 1 Unit 
	 

	172
	Printer
	2009
	 1 Unit 
	 

	173
	Printer
	2012
	 1 Unit 
	 

	174
	Monitor
	2008
	 1 Unit 
	 

	175
	Printer 
	2012
	 1 Unit 
	 

	176
	Printer
	2012
	 1 Unit 
	 

	177
	Printer
	2012
	 1 Unit 
	 

	178
	Meja kerja
	1989
	 1 Unit 
	 

	179
	Meja kerja
	1992
	 1 Unit 
	 

	180
	Meja kerja
	1992
	 1 unit 
	 

	181
	Meja kerja
	1995
	 1  Buah 
	 

	182
	Meja kerja
	1995
	 1  Buah 
	 

	183
	Meja kerja
	1995
	 1  Buah 
	 

	184
	Meja kerja
	1995
	 1  Buah 
	 

	185
	Meja kerja
	1995
	 1  Buah 
	 

	186
	Meja kerja
	1995
	 1  Buah 
	 

	187
	Meja kerja
	1995
	 1 buah 
	 

	188
	Meja kerja
	1997
	 1 buah 
	 

	189
	Meja kerja 
	2000
	 1 buah 
	 

	190
	Meja kerja 
	2000
	 1  buah 
	 

	191
	Meja kerja 
	2001
	 1 buah 
	 

	192
	Meja kerja 
	2001
	 1 buah 
	 

	193
	Meja kerja 
	2001
	 1 buah 
	 

	194
	Meja kerja
	2001
	 1 buah 
	 

	195
	Meja kerja
	2002
	 1 buah 
	 

	196
	Meja kerja
	2002
	 1 buah 
	 

	197
	Meja kerja
	2002
	 1 buah 
	 

	198
	Meja kerja
	2002
	 1 buah 
	 

	199
	Meja kerja
	2002
	 1 buah 
	 

	200
	Meja kerja 
	2004
	 1 buah 
	 

	201
	Meja kerja 
	2006
	 1 buah 
	 

	202
	Meja kerja 
	2006
	 1 buah 
	 

	203
	Meja kerja 
	2006
	 1 buah 
	 

	204
	Meja kerja 
	2006
	 1 buah 
	 

	205
	Meja kerja 
	2006
	 1 buah 
	 

	206
	Kursi kerja Pejabat Eselon II
	2008
	 1 buah 
	 

	207
	Lemari Arsip Dinamis
	2006
	 1 buah 
	 

	208
	Proyektor LCD
	2012
	 1 Unit 
	 

	209
	Printer
	2010
	 1 Unit 
	 

	210
	Printer
	2011
	 1 Unit 
	 

	211
	Printer
	2013
	 1 Unit 
	 

	212
	Peralatan Umum Lain-lain
	2007
	 1 Set 
	 

	213
	Peralatan Umum Lain-lain
	2013
	 1  set 
	 

	214
	Peralatan Umum Lain-lain
	2013
	 1 set 
	 

	215
	Laptop
	2008
	 1 buah 
	 

	216
	Laptop
	2008
	 1 buah 
	 

	217
	Laptop
	2008
	 1 buah 
	 

	218
	Komputer PC
	2014
	 1 unit 
	 

	219
	Laptop
	2014
	 1 unit 
	 

	220
	Camera Canon
	2014
	 1 unit 
	 

	221
	AC 2 PK
	2014
	 1 unit 
	 

	222
	AC 2,5 PK
	2014
	 1 unit 
	 

	223
	AC 2,5 PK
	2014
	 1 unit 
	 

	224
	AC 2,5 PK
	2014
	 1 unit 
	 

	225
	Printer
	2014
	 1 Unit 
	 

	226
	Printer
	2014
	 1 Unit 
	

	227
	AC Mobil
	2015
	1 unit
	

	228
	Printer
	2015
	4 unit
	

	229
	Komputer/PC
	2015
	2 unit
	

	300
	Buffet Kaca
	2015
	2 unit
	

	301
	Kursi Putar
	2015
	1 buah
	

	302
	Mesin Absensi
	2015
	1 unit
	

	303
	Mouse
	2015
	3 buah
	



2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik.
a. Kondisi Umum
Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan fondasi bagi kelangsungan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat dan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kemajemukan atas perbedaan berbagai suku,bahasa, agama, adat istiadat, sturktur wilayah dalam wilayah NKRI. Hal ini memungkinkan akan rawan konflik sosial, keamanan, ketertiban, politik, ideologi, dan ekonomi yang dapat mengarah pada konflik vertical dan horizontal.
Pelaksanaan pembangunan yang terpusat dan tidak merata ternyata telah memicu akan munculnya konflik sosial. Menguatnya gejala disintegrasi bangsa seperti terjadi pada akhir-akhir ini dalam bangsa kita. 
Pembangunan nasional di daerah sejauh ini masih memerlukan perhatian serius, karena permasalahan pembangunan ini banyak mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya kemajuan iptek sehingga tuntutan terhadap kemajuan pembangunan selalu menimbulkan permasalahan seiring dengan perkembangan kemajuan tersebut. Untuk itu siperlukan sinkronisasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang diharapkan akan dapat saling menopang guna meningkatkan kesejahteran dan kemakmuran rakyat.
Pengaruh globalisasi membawa masyarakat kearah keterbukaan, disamping berdampak positif untuk kemajuan bangsa juga akan berdampak negative terhadap ketahanan bangsa. Salah satunya contoh yang kita rasakan dampak zaman reformasi yaitu terjadinya perubahan secara mendasar dalam pembangunan sistem politik nasional. Perubahan ini adalah perlunya penegakkan kedaulatan rakyat dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Pembangunan Politik difokuskan untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya politik yang demokratis dan penegakkan hokum serta menghormati HAM yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Akhir-akhir ini perkembangan system politik yang demokratis telah berjalan sedemikian rupa baik pada pemerintahan maupun pada masyarakat luas. Hal ini terbukti dengan banyaknya bermunculan partai politik,dengan menaruh harapan bagi masyarakat bersaing secara demokratis dan dinamis dalam membentuk pemerintahan yang legitimate. Namun, pemerintahan yang terbentuk pun dinilai masyarakat belum mampu mengatasi masalah-masalah bangsa, sehingga munculnya pergeseran sikap yang semakin menjatuhkan kredibilitas pemerintah.
Hadirnya organisasi kemasyarakatan juga merupakan pemusatan kekuatan dalam kegiatan bermasyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan komunikasi timbal balik antar sesama organisasi kemasyarakatan dan antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah. Dengan adanya komunikasi yang baik akan dapat disejalankan program pemerintah dan sebaliknya organisasi kemasyarakatan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya.
Kesenjangan ekonomi dewasa ini berakibat peningkatan intensitas tindak kriminal, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Kondisi Obyektif 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Hal ini merupakan suatu komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang pembinaan kesatuan bangsa yang memfasilitasi pengembangan system politik yang demokratis. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dewasa ini akan dihapakan pada tantangan tugas yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah diidentifikasi tersebut diatas, juga terdapatnya beberapa situasi dan kondisi khusu yang kurang kondusif terkait dengan tugas pokok dan fungsi .
Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun demikian terdapat juga momentum strategis, dimana terdapat factor positif yang dapat digunakan sebagai kekuatan signifikan yang mampu mendorong peningkatan kinerja. 
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :
a. Kondisi politik :
· Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
· Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.
· Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
· Masih eksisnya prilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
· Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan prilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi. 
b. Kondisi Sosial:
· Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
· Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
· Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.
· Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
 
c. Kondisi Ekonomi :
· Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
· Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
· Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat  sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
· Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
· Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
d. Kondisi Keamanan dan Ketentraman :
· Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
· Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
· Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja
a. Kondisi Politik :
· Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik.
· Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
· Berkembangnya ormas/LSM sebagai aset pembangunan daerah.
· Makin meningkatnya kepedulian ormas/LSM dalam pemberdayaan masyarakat.
· Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

b. Kondisi Sosial Budaya :
· Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
· Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
· Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing.
· Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
· Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
· Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.
 Kondisi Ekonomi :
· Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
· Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
· Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
· Kondisi geografis Kabupaten Lombok Barat yang pada umunya penduduk petani, pedagang dan pegawai negeri
· Wilayah yang berbatasan dengan provinsi lain yang kaya sumber daya alam.

c. Kondisi Keamanan/Ketentraman :
· Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
· Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
· Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
· Terakomodasinya potensi Organisasi-organisasi kemasyarakat  dalam pembangunan demokrasi dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
· Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
RKPD tahun 2017 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2017. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra  Badan Kebangpol Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi  maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD, dan juga hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Desa dan kecamatan.
Berdasarkan hasil rumusan aspirasi dari para pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan bagian dari isu-isu strategis dari SKPD.





BAB III
TUJUAN, SASARAN, 
PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1. Telaahan Kebijakan 
Adapun Kebijakan dalam Rencana Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berdasarkan antara lain sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Fasal 48) ,mengharapkan bahwa hasil Evaluasi RPJM menjadi bahan bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk priode berikutnya.
3. Sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Perlu dilakukan evaluasi atas Pelaksanaan rencana dalam pembangunan dalam upaya mencari kesinambungan pembangunan didaerah dan menjaga keterpaduan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dalam jangka panjang.
Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat  adalah :
“TERWUJUDNYA STABILITAS DAN KONDUSIFITAS MASYARAKAT YANG BERSATU SERTA SALING MELINDUNGI”
Yang dimaksud dengan terwujudnya stabilitas dan konsufitas   adalah untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman dan aman dalam menjalankan kehidupannya, bersatu dan saling melindungi Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan akan tercipta stabilitas, suasana tentram, aman, damai yang kondusif yang dilandasi semangat kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan yang menjiwai seluruh masyarakat sehingga pada akhirnya akan menciptakan rasa aman, tentram dan nyaman dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara di Kabupaten Lombok Barat.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengedepankan profesionalisme yang bertitik tolak pada landasan keimanan dan ketaqwaan sebagai fondasi utama serta rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat.
Perumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat disusun dengan mempedomani rumusan tujuan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dilustrasikan sebagai berikut :
 (
Kebijakan Nasional dan 
Provinsi
)


 (
Rumusan Tujuan dalam Renstra 
SEKRETARIAT DAERAH
) (
Rumusan Tujuan Renja 
SEKRETARIAT DAERAH
) (
Rumusan Sasaran Renja 
SEKRETARIAT DAERAH
)

 (
Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan 
SEKRETARIAT DAERAH
)

 (
Rumusan Sasaran Renstra 
SEKRETARIAT DAERAH
)



Adapun hasil rumusan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi di lingkungan Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik  adalah :




IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

	No.
	Kebijakan Nasional/Provinsi
	Sumber
	Keterangan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	A
	Nasional
	
	

	1.
	Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Renstra Kemendagri
	

	2.
	Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam negara Kesatuan Republik Indonesia
	Renstra Kemendagri
	

	3.
	Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta wawasan Ketahanan Ekonomi dalam tatanan Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial
	Renstra Kemendagri
	

	
	
	
	

	B
	Provinsi
	
	

	1.
	Peningkatan rasa toleransi dan kerukunan kehidupan antara umat beragama di masyarakat
	Renstra Kemendagri
	

	2.
	Peningkatan rasa solidaritas bela Negara dan ikatan social di masyarakat
	Renstra Kemendagri
	

	3.
	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat serta pemahaman akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
	Renstra Kemendagri
	

	4.
	Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan hak dan kewajiban sebagai warga Negara
	Renstra Kemendagri
	

	5.
	Memantapkan stabilitas politik, stabilitas keamanan dan stabilitas social ekonomi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat
	Renstra Kemendagri
	

	6.
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dna Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
	Renstra Kemendagri
	




	MISI
	TUJUAN

	1. Meningkatkan dan memantapkan stabilitas politik dan mekanisme kemampuan daerah sesuai prinsip ekonomi.
	1. 	Meningkatkan potensi budaya lokal dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.
2. Membangun kehidupan demokrasi
3.	Meningkatkan kemampuan dan kemandirian Parpol, Ormas dan LSM

	2. Meningkatkan dan memantapkan peran serta masyarakat dan pranata sosial dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah.
3. Meningkatkan Kohesifgitas sosial masyarakat
	4.	Meningkatkan kohesifitas sosial masyarakat.
5.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif dan ketertiban masyarakat
6.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang P4GN

	4. Meningkatkan potensi budaya lokal dan nilai-nilai luhur yang ada dimasyarakat.
5. Meningkatkan peran dan partisipasi Ormas, LSM dan Parpol dalam rangka membangun dan mewujudkan demokrasi.
6. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membina kantrantibmas.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang P4GN
	7.	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya konflik.


 
3.3      Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sebagi wujud untuk menentukan tindakan prioritas. Program adalah rangkaian kegiatan utama yang dipaket berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas.  Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.  Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2016, dapat dilihat pada lampiran II.
	Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan Tahun 2015

	
	
	
	

	NO.
	URUSAN 
	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
	 ALOKASI DANA 

	
	
	
	 (Rp.) 

	 
	 
	 
	 

	1
	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik

	 
	 
	 
	 

	 
	1.1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	 

	 
	1
	Penyediaan jasa surat menyurat
	3.981.900 

	
	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	81.600.000

	
	3
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	4.600.000

	
	4
	Penyediaan Jasa pmeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional
	63.300.000

	
	5
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	120.117.700

	
	6
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
	19.800.000

	
	7
	Penyediaan jasa perbaikan kantor
	6.500.000

	
	        8
	Penyediaan ATK 
	5.615.600

	
	9
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
	8.338.000

	
	10
	Penyediaan komponen Instansi listrik/penerangan bangunan kantor
	1.900.000

	
	11
	Penyediaan peralatan kantor
	

	
	12
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 
	5.280.000

	
	13
	Penyediaan makan minum
	9.500.000

	
	14
	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
	93.675.000

	
	
	
	

	 
	1.2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	

	
	1
	Pengadaan Komputer
	9.230.000

	
	2
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	23.611.500

	
	3
	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
	78.600.000

	
	

	
	1.4
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
	

	
	1
	Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	16.054.700

	
	2
	Penyusunan laporan keuangan semesteran
	5.350.500

	
	3
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun dan Tahunan
	1.689.400

	
	1.5
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 
	

	
	1
	Pengendalian Keamanan Lingkungan
	188.348.300

	
	2
	Identifikasi dan pemetaan konflik
	28.395.900

	
	3
	Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan
	184.370.900

	
	
	



	

	
	1.6
	Program Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	

	 
	1
	Monitoring dan evaluasi, pelaporan
	36.499.900

	
	
	
	

	
	1.7
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
	

	
	1
	Peningkatan  Toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi
	13.026.500

	
	2
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
	12.941.500

	
	
	
	

	
	1.8
	Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
	

	
	1
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 
	11.287.200

	
	2
	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur
	11.261.200

	
	3
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	23.598.600

	
	
	
	

	
	
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AID
	

	
	1
	Pencegahan dan pemberantasan  penyalahgunaan dan perdaran gelap narkoba (P4GN)
	79.059.000

	
	
	
	

	
	1.9
	Program Pendidikan Politik
	

	
	1
	Penyuluhan kepada masyarakat
	10.689.200

	
	2
	Monitoring dan evaluasi dan pelaporan (DESK)
	49.948.600

	
	3
	Penyesunan data base LSM/Ormas
	12.614.700

	
	4
	Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan parpol
	17.704.200

	
	
	
	

	
	
	
Total 
	1.038.490.000

	
	















Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2017
Kabupaten Lombok Barat

Nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	NO.
	URUSAN 
	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
	 ALOKASI DANA 

	
	
	
	 (Rp.) 

	 
	 
	 
	 

	1
	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik

	 
	 
	 
	 

	 
	1.1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	 

	 
	1
	Penyediaan jasa surat menyurat
	8.761.719 

	
	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	88.900.000

	
	3
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	16.855.469

	
	4
	Penyediaan Jasa pmeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional
	75.000.000

	
	5
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	152.571.875

	
	6
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
	36.328.125

	
	7
	Penyediaan jasa perbaikan kantor, sopir, tukang kebun,dll
	17.500.000

	
	        8
	Penyediaan ATK 
	15.000.000

	
	9
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
	13.624.318

	
	10
	Penyediaan komponen Instansi listrik/penerangan bangunan kantor
	7.500.000

	
	11
	Penyediaan peralatan RUMAH TANGGA
	-

	
	12
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 
	15.468.750

	
	13
	Penyediaan makan minum
	18.544.688

	
	14
	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
	       150.041.017

	
	
	
	

	 
	1.2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	

	
	1
	Pengadaan  komputer
	21.000.000

	
	2
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	20.445.313

	
	3
	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
	126.500.000

	
	4
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
	221.706.052

	
	5
	Pembelian Mebeulair
	                     22.500.000

	
	6
	Pemeliharaan rutin mebeulair
	8.500.000

	
	7
	Pemeliharaan AC
	6.600.000

	
	

	
	1.4
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
	

	
	1
	Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	31.937.500

	
	2
	Penyusunan laporan keuangan semesteran
	18.865.235

	
	3
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun dan Tahunan
	16.000.000

	
	1.5
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 
	

	
	1
	Pengendalian Keamanan Lingkungan
	361.450.156

	
	2
	Identifikasi dan pemetaan konflik
	52.321.779

	
	3
	Peningkatan forum pembauran kebangsaaan
	210.000.000

	
	4
	Peningkatan  operasional kominda
	175.000.000

	
	1.6
	Program Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	

	 
	1
	Monitoring dan evaluasi, pelaporan
	41.250.000

	
	1.7
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
	

	
	1
	Peningkatan  Toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi
	25.000.000

	
	2
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
	25.000.000

	
	3
	Dukungan FKDM, FPK dan FKUB
	175.000.000

	
	4
	Peningkatan FKDM
	175.000.000

	
	5
	Identifikasi pemetaan dan pengkajian strategis IPOLEKSOSBUDPEM
	20.000.000

	
	1.8
	Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
	

	
	1
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 
	24.500.000

	
	2
	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur
	25.500.000

	
	3
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	44.957.032

	
	
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AID
	

	
	1
	Pencegahan dan pemberantasan  penyalahgunaan dan perdaran gelap narkoba (P4GN)
	-

	
	1.9
	Program Pendidikan Politik
	

	
	1
	Penyuluhan kepada masyarakat
	47.000.000

	
	2
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	70.000.000

	
	3
	Penyusunan data base LSM/Ormas
	36.132.813

	
	4
	Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan parpol
	46.044.923

	
	5.
	Forum diskusi parpol
	-

	
	1.10.
	Meningkatan Informasi Potensi Konflik
	

	
	1
	Indentifikasi dan pemetaan konflik
	-

	
	2
	Penyuluhan rekonsliasi konflik
	-

	
	3
	Penyuluhan penanganan masalah sosial dan rekonsiliasi sosial masyarakat
	-

	
	4
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	-

	
	
	Total 
	  2.664.316.764

	
	


BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat tahun 2016  adalah merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan rencana strategis tahun 2014-2019 untuk pencapaian pembangunan daerah. Rencana Kerja ini akan menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan untuk kegiatan 1 (satu) tahun, sehingga apa yang diprogramkan dapat terwujud dan mencapai tujuan serta sasaran yang disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Lombok Barat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dengan dirumuskannya rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang telah memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan memperhatikan potensi, peluang, hambatan, ancaman dan kekuatan yang ada atau yang mungkin muncul disaat berjalannya kegiatan tersebut.
Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat tahun 2016, maka penetapan skala prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran visi dan  misi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan antar sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun dengan SKPD yang melaksanakan fungsi lain. Dan berharap adanya rencana kerja ini juga dapat memberikan peningkatan kualitas, kuantitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kami menyadari dalam menyusun rencana kerja ini masih terdapat kekurangan dari semua sisi. Untuk itu demi penyempurnaan dalam menyusun rencana kerja pada tahun depan, kami mohon akan saran dan kritikan sehingga terwujunya dan tercapinya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan  Politik. 
Gerung,          Januari 2015
Plt. KEPALA BADAN  KESATUAN BANGSA DAN  POLITIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT


H. AHDIAT SOEBIANTORO,SH
Pang kat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580228 198403 1 005
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